PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

it L)

NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI PELAY ANAN ADMINISTRASI UNTUK MENDAFATKAN |

Menimbang

Mengingat

S a:

b.

DAN ATAU LEGALISASI NASKAH DINAS E
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANY AR,
bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah,
perlu adanya usaha-usaha peningkatan pendapatan daerah;

bahwa pelayanan administrasi yang diberikan Pemerntah Dacrah

merupakan jasa yang memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan .. .

yang berakibat timbulnya pembebanan biaya;

', bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan

Peraruran Daerah.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Incdonesia Nomor
3685) scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 4048);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun 1999 Nomor 60
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan J.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

. Kepnutusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata

Cara Pemenksaan di Bidang Retribusi Daerah;



8. Feraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Karanganyar Nomor
7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negesri Sipil di Lingkungan
Pemerintah . Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran
Daerah "Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1991
Nomor 49).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI UNTUK
MENDAPATKAN DAN ATAU LEGALISASI NASKAH DINAS

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daeral ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

C.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

Pemerintah Dacrah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Oonom yang lain sc:bagai
Badan Lksekuti Daerah; f

Bupati adalah Bupati Karanganyar;

d. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

h.

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan,
atan Organisasi yang sejenis, Lembaga Dara Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk
Badan Usaha lainnya;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau
retribusi daerah gesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan;

Retribusi Pelayanan Administrasi untuk mendapatkan dan atau legalisasi naskah dinas
yang sclanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan atau pemberian
pelayanan administrasi kepada orang pribadi atau badan untuk mendapatkan dan atau
legalisasi naskah dinas.

Naskah dinas adalah sarana administrasi kedinasan dalam bentuk tulisan, gambar,
rekomendasi dan yang dipersamakan yang berwujud surat, peraturan atau Jainnya yang
dikeluarkan dan atau disahkan oleh Pemerintah Daerah;

Legalisasi adalah pengesahan kebenaran atas turunan, salinan dan atau foto copy naskah
dinas;
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j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

k. Masa retribusi adalah’jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

L Surat Pemberitahuan Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat

yang dipergunakan olch wabe retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
retribusi;

m. Surat Ketctapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat SKRID adalah’ surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk '
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

0. Kas Daeran adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar. !

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
penyediaan atau peraberian pelayanan administrasi kepada orang pribadi atau badan untuk
mendapatkan dan atau legzlisasi naskah dinas oleh Pemerintah Daerzh

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah meliputi :
a. Penerbitan naskah dinas dari instansi Pemerintah;
b. Pengesahan dan atau legalisasi naskah dinas.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :

a. Surat Keputusan Pengangkatan, pemberhentian, kenaikan gaji atau tunjangan bagi .
pegawai Pemerintah Daerah atau surat keputusan lain guna kepentingan
Pemerintah Daerah;

b. Surat tanda penghargaan, piagam atau lainnya yang diberikan karena tugas atau
jasanya kepada Pemerintah Daerah;

¢. Surat-surat perjanjian antara nasabah dengan bank.

Pasal 4

/(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.
.1 (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas
pembayaran retribusi.
BAB I
GOLONGAN RETRIBUST
Pasal 5

etribusi sebagairnana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini termasuk golongan Retribusi
a Umum.



BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

] .

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis dan jumlah penyediaan atau
pemberian pelayanan administrasi.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Prinsip penetapan struktur dan besamnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup
biaya penyelenggaraan pelayanan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan
keadilan.

(2) Biaya scbagaimana dimaksud pada ayat
penyelengparaan dan penycdiaan fasilitas.

(1) pasal ini antara lain biaya

Pasal 8
Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1) Besarnya tarif retribusi untuk penerbitan naskah dinas dan pengesahan naskah dinag
sebagai berikut :

No. Jeris Naskah Dinas Besamya Tarif R etribusi ‘
: Penerbitan Naskah Dinas Pengesahan Naskah Dinas ,_ﬁ
Satuan (Kp.) Satuan (Rp.) i
1 2 3 4 ] 6
L Pengesahan atau perubalian alta berkas 5.000 berkas 5.000
pendirian anggaran dasar -
koperasi
2 Penerbitan Surat Penilaian lembar T 5.000 - -
Klasifikasi Koperoasi
3. Penerbitan Rekornendasi atas lembar 0,1 % dari - -
Pengajuan Kredit Usaha pengajuan
pinjaman
4. Surat tanda bukti pelaporan lembar 25.000 - -
mengenai kelahiran, perkawinan,
percereian, kematian melebihi
Jjangka waktu 1 (satu) tahun
sejak bersangkutan kembali ke
Indonesia
5. Surat Keterangan bukti diri bagi lembar 25.000 - -
WNI keturunan
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6. Surat keterangan WNA untuk lembar 100,000 - -
mengurnus tempat tinggal
sementara
7 Rekomendasi lzin pendirian berkas 5.000 - -
omas/LSM
8. | Rekomendasi ijin KKN, Kiset, lembar 10.000 - v
Penelitinn ,survey selad
mahasiswa dan pelajar
9. Tjin KKN lembar 10.000 - -
|
10. | Ijin iset lembar 5.000 | - R
11. | Penelitian/ survey lembar 5.000 - -
=
12. | Pelayanan data berkas 5.000 - -
13. ' Rekomendasi ijin tenaga kega lembar 50.000 - :
asing
i
14. | Pengesahan SIUP cabang atau - - lembar 25.000
perwoki'an
15. | Surat keterangan penyirnpenan - - lembar 2.000
barang
16. | Surat [jin Persetujuan ijin usaha lembar 15.000 - -
prinsip industri
17. | Rekomendasi pengesahan site
plan pembangunan perumahan
Tipe 21 Unit 1.000 -
Tipe 36 Unit 2.000 - -
Tipe 45 Unit 3.000 - -
Tipe > 45 Unit 4.000 - -
18. | Ijin penghunian ramah negara berkas 25.000 - -
19. | ljin pemakaian asset daerah berkas 20.000 - -
20. | Surat keterangan /rekomendasi
- Tingkat kelurahan lembar 500 - -
~ Tingkat Keoamatan, lembar 2.000 - -
- Tingkat Kabupaten lembar 5.000 - -
21. | Penerbitan Kartu Keluarga lembar 2.000 - -
22. | Surat Keputusan [zin Lokasi
untuk
~ PMA : Berkas 100.000 - ¢ -
- PMDN dengan fasilitas " Berkas 50.000 - -
- PMDN rion fasilitas Berkas 25.0C0 e -
23. | Rekomendasi Izin trayek berkas 20,000 : o

-



(3) Setiap permohonan legalisasi naskah dinas yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar dipungut retribusi sebesar Rp. 500,- / lemboer.

L L .

BAB VI |
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10
Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRDD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atan dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktu yang ditetapkan atau kurang

membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan
dar retribusi terutang atau kurang dibayar dau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
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(2) Pembayaran rctribusi dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain yang ditunjuk sesaai
waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRRD
Tambanan atau dokumen l2in yang dipersamakan.

(3) Dalam hal pcmbayaran dilekukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pencrimaan
retribusi harus disctor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam
waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(4) Apabila pcmbayaran retribusi sctelah lewat waktu yang telah ditentukan scbagaxmana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi adnumstrahf berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

(1) Pembayaran Rctnbum harus dxlakukan secara tunai.
(2) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan olch
Bupati.
Pasal 15
(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Dacrah
ini diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Bentuk dan isi bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi terhutang
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) har sejak jatuh tempc pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan,
wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang,

BAB X1I
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribuai.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.



BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga merugikan keuangan
daerah dianzam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi ierutang,

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIK AN

Pasal 19

(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan menecliti keterangan atau laporin
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi dacrah agar keterangan at u
laporan tersebut menjadi lengkap-dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah tersebut;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan senubungan
dengan tindak pidana di bidang retribusi;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

meminta hantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi daerah;

menyuruh berhenty, melarang sescorang meninggalkan ruangan atau tempat pada .
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;

memolret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidanz di
bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
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BAB XV
. KETENTUAN PENUTUP

v 6 o

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati
? sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai bcrlakﬁ pada tanggal diundanglan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

2082

Karanganyar
17 gumf ooZ

L EMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANY AR
TAHUN 2002 NOMOR {8  SERI E€.7
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. PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR P TAHUN 2002

v 4 °

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI UNTUK. MENDAPATKAN DAN
ATAU LEGALISASI NASKAH DINAS

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyesuaian dengan Un, -undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah khususnya menyangkut pungutan pajak dan retribusi
daerali sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah. Dengan adanya ketentuan perundang-undangan baru tersebut diharapkan
daerah dapat menetapkan retribusi daerah lebih optimal sesuai dengan pedoman
ketentuan peratiran penumdang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang baru ini Kabupaten/Kota dapat menetapkan retribusi sesuai

kewenangan otonom.

1

Pernerintah  Kabupaten Karanganyar memandang terhadap perubahan
peraturan dibidang  pungutan  retribusi daerah ini  sebagai peluang untuk
meningkatkan pendapatan dacrah yang harus segera di tangkap untuk di jabarkan dan
dilaksanakan dalsm pembuatan kebijakan publik. Pembuatan Peraturan Dacrah yang
mengatur tentang Pelayanan Administrasi untuk Mendapatkan Dan Atau Legalisasi
Naskah Dinas adalah merupakan salah satn peluzng untuk menggali potensi
pendapatan dacrah sesuai kewenangan daerah otonom, sehingga diharapkan dapat
mendukung kemampuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan
dirinya mmenuju kearah mandiri dalam membiayai urusan rumzh tangga daerah.

Untuk memberikan dasar hukumnya perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. '

PENJELLASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 :  Cukup jeias
Pasal 2 :  Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas

P‘mlf-'.\_f_ |



Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7

Pasal 8 ayat (1) angka 1 s/d 7

Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16

ayat (2)

angka 8

angka 9

angka 10 s/d 18 :

angka 19

angka 20

angka 21s/d 23 :

Cukup jelas
Cukup jclas
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan tidak boleh diborongkan

adalah  bahwa  seluruh  proses  kegiatan
pemungutan retribusi tidak, dapat diserahkan
kepada pihak ketiga. Naraun dalam pengertian
ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak
boieh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan
sangat sclektif dalam pemungutan Perda
retribusi, Pemerrintah Daerah dapat mengaiak
bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang
karena profesionalismenya layak dipercaya untuk
ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan
retribusi gecara lebih efisien. Kegiatan
pemungutan retribusi  yang tidak dapat
dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalab
kegiatan  penghitungan  besarnya ' retribusi
terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan
penagihan retribusi.

Cukup jelas

Yang dikenakan retiibusi adalah  instansi/
lembaganya.

: Yang dikenakan retribusi adalah instansi/

lembaganya.

Cukup jelas 1

Yang dimaksud Rumah Negara adalah bangunan
yang dimiliki Negara berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas
pejabat dan / atau Pegawai Negeri.

Aset Daerah yang dimaksud adalah aset Dacrah
bukan barang bergerak dan dipergunakan pihak
ke tiga didahului dengan perjanjian.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

. Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 o AN, . Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas




